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e ;5:};:gtiilsfi:aflz::il;lc:fg‘gan siklus tahunan puncak musim hu-
alam, namun juga mem"n : "_‘i:‘” e mempa‘kan hﬂka,h .
di Indenesia, laporan b. Lrl an potensi bencana. Di seluruh daerah
5 anjir sudah merupakan suatu hal yang biasa,
terutama di kota-kota besar. Bencana banjir tersebut bukanlah satu-
satunya bencana yang terjadi saat ini. Pemanasan global, longsor.

olusi ; ; R |
P lusi, dan lain sebagainya sudah menjadi bagian dari keludupan

kita, sebagai akibat dari kerusakan lingkungan.
Kerusakan lingkungan bukanlah isu yang baru,

merupakan isu yang sangat penting dalam konteks pembangunan
ingat bahwa kerusakan

qan besar-besaran
Pada

uth

namun

di zaman millenium. Tentu kita masih
lingkungan mengemuka ketika terjadi pemberit
terhadap isu pemanasan global pada awal tahun 1990-an.
tahun 2006, Al Gore menulis buku fenomenal Inconvenient Tr
yang menggambarkan kerusakan lingkungan yang sangal luar bi
di seluruh dunia.’ Inconvenient Truth mengagetkan banyak orang
berikan kekhawatiran akan masa depan lingkungan kita.
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Kerusakan hngkungan (e

masth  dilakukan dengan

tsebut tidak lain disebabkan oleh
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kegiatan pembangunan oleh pemeringaly nasional maupun daerah

qelalui eksploitasi sumberdaya alam secara masif S, mmgie
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hatikan }‘Chdan"mf‘n masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di
indonesia, melalui berbagai kebijakan sektor kehutanan, pertam-
bangan, perkebunan dan pertanian, dan lain sebagainya. Oleh kar-
ena itu, perlindungan terhadap lingkungan merupakan suatu hal
vang tidak bisa ditunda lagi dan merupakan isu penting dan besar
di masa kini." Perlindungan terhadap lingkungan diawali dengan
pengaturan substansi hukum vang berpihak pada lingkungan. Selain
itu, di tingkatan tertinggi, terdapat juga kebutuhan yang sangat pent-
ing untuk memasukkan pengaturan perlindungan lingkungan seba-

gai perlindungan konstitusional, baik berupa kewajiban negara atau

A bulan Januari 2014 diJakarta, Bandung, Kendari,
melibatkan 1.920 responden (384 responden/
kota) dengan sampling error 2,2% an tingkat kepercayaan 95%. Metode pe
narikan sampel mempergunakan multistage lmmimn.samplmg dan mengambil
dari daftar pemihh yang dibuat oleh KPU ma1§1l‘:_£’.‘m'~15m!-’. kota. Nama-rmma )’f‘nﬂ_
terpilih dalam proses penarikan sampel menjadi responden survel. Tcmuaq riset
Walhi ini di antara lain: (1) penanganab pem:em;_lran L:!dara tidak mf}nun].uka.n
Prestasi, di mana responden herpendapat biasa saja (48%). buruk (25 i;] F'tdl"‘*g;t
buruk (10%), baik (10%), sangat bai (2%) dan sisanya .tid‘aklb:{rpen apat; { 1
Penanganan pencemaran sungai ridak dilakukan sulcam 5:, rius, di mana r]fz,g:;‘:]
den berpendapat biasa saja (50%), huruk [.30%_}. haik (111( Yo), Sr::tg:t ;lir:mia re:
Sahgat baik {7%); (3) penangd nan banjir tidak me‘naunﬂ; 1:: plr;ﬂ,f }s;,acn et
sponden berpendapat biasa saja (45%), buruk (23%), baik (18%]), sang
hun 2014.
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Secara globa, pcrlindunga B
saal ini sudah menjadi treng B Konstitusional terhadap lingkungan
e : e o .
tusan negara (el. di dunia. Secara global, lebih dari ra-
 telah memasukky . :
kungan, Knnslituﬁj_knm“h RN perlindungan konstitusional ling-
A I4] Ve : i >
lalai memasukkap kcr-umk | ﬂlng PSS, S
‘ ! ‘ G$operhing r Tl F : p
konstitust-konstipyg; tua (o] 1l| T sty Haglangan, dan bunyak
. LA TR R S T aride . amvasuk ko
perlindungan bRt i thrandemen untuk memasukkan
Hal tersebyy :
¢ § mu .
lismo v ngkin ge talan dengan gelombang konstitusion-
alisme yang melanda duniy gy 11 . :
stitusional “pada akhir nullenium, Gelombang kon-
alisme v; e
. yang berfys; dengan gerakan global perlindungan
lingkungan, Sementarg ittt, Indones: . s o TR T
b 1 _ » Indonesia telah melakukan amandemen
SEUE;;I}& -+ kall di\ld[“ﬂ. periode 1999.2002. Dapat dikatakan bahwa
) 1945 tel: . il
telah menpalami perubahan yang besar.
Dalam konteks ity, ulisan ini akan mengulas mengena seberapa
— o B _
hijaukah UUD 1945 setelah amandemen? Dan bagaimanakah dina-
mika konstitusionalisme dj [ndonesia, termasuk didalamnva peran
Mahkamah Konstitusi dalam mewarnai perlindungan lingkungan,
serta penguatan perlindungan konstitusional terhadap lingkungan
T o . . e
dalam UUD 1945. Permasalahan terscbut di atas akan dianalisis
dengan menggunakan metode penelitian literatur dengan pendeka-

tan analisis putusan,

MENGGUGAT LABEL HIJAU UUD 1945?
Saat ini, mungkin semua ahli hukum mempunyai pendapat yang

sama tentang betapa hijaunya UUD 1945 UUD 1945 pada akhir ta-
hun belakangan ini telah diberikan fabel Konstitusi Hijau. Wacana
Green Constitution atau Konstitusi Hijau tidak bisa dipungkin lag:

5 Tim Hayward, 2005, Constitutional environmental Right, United States,

Oxford University Press Inc., New York.
¢ Ibid., Lihat juga Jimly Asshidigie, 2009, Green Constitution: Nuanse

Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta:
Rajawali Pers. :
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pt'l'llluhn]ggn tersebut randemen untuk memasukkan

Hlif:il'lll{L:"‘]s".:ll;::S’l‘l::z:ﬁ::::] sejalan dengan gclfimlmnlg konstitusion-

stitusionalisme vang b, d .i:"nldd akhir millenium. Gelombang kon

lingkusnian Se 8 E« Llltu:u dengan gerakan global perlindungan
HIERUREAN. Sementara itu, Indonesia telah melakukan amandemen
St:ban},’ak_-{ Kali dalam periode 19992002, Dapat dikatakan bahwa
UUD 1945 telah mengalami perubahan yang besar.

Dalam konteks itu, tulisan ini akan mengulas mengenal seberapa
hijaukah UUD 1945 setelah amandemen? Dan bagaimanakah dina.
mika konstitusionalisme di Indonesia, termasuk didalamnya peran
Mahkamah Konstitusi dalam mewarnai perlindungan lingkungan,
serta penguatan perlindungan konstitusional terhadap lingkungan
dalam UUD 1945. Permasalahan terscbut di atas akan dianalisis
dengan menggunakan metode penelitian literatur dengan pendeka:

tan analisis putusan.

MENGGUGAT LABEL HIJAU UUD 19452
Saat ini, mungkin semua ahli hukum mempunyai pendapat yang

sama tentang betapa hijaunya UUD 1945 UUD 1945 pada akhir ta-
hun belakangan ini telah diberikan label Konstitusi Hijau, Wacana
Green Constitution atau Konstitust Hyjau tidak bisa dipungkiri lagi

ometituti i ight, United States,
S Tim Hayward, 2005, Constitutional eny ironmental Rig

Oxford University Press In
“ Ibid, Lihat juga Jimly As
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-?f: 1945, pembahasan Bk dlah pembahasan amandemen UUD
s Benal HAM lebih banyak berkutat dalam

pembahasan mengengy;
garaan.'"" Pengaturan H
hanyalah merupakan
Universal HAM, tidak
ungan lingkungan

hubun
Inga -

g ‘1"[ negara dan agama dan kewargane-
AM selain sogl

, agama dan kewarganegaraan
tu unan e
i Pengaturan HAM dalam Deklarast
i .1 ;;ll pembahasan serius mengenai perlind-
sebagai bagi; A ' ,
mencatat bahwa hanya dai F_'i:;:;lﬁrl perlindungan HAM. Risalah
kungan yang lebih spesifik dal. mengusulkan perlindungan ling-
{Haate G alam BAB “Warga negara, Penduduk dan
ingkungan Hidup”" Nam : ;
e un perlindungan spesifik tersebut tidak
Selain it PPETIUmusah Ketentuan UUD 1945.
, . | :
i asal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan bagian dari
uran me i : .
E 5 i ‘1“1“18&“31 Perekonomian. Isu lingkungan merupakan
agian i : |
5 ecil dari pembahasan mengenai perekonomian dan pen-
guasaan negara atas sumberdaya alam."* Perlindungan lingkungan
dengan demikian, hanyalah merupakan ketentuan pengikut sebagai
gﬂnemi statement of policy objectives dalam pengaturan pereko-
nomian nasional.

Saya melihat bahwa perlindungan lingkungan bukanlah hal yang
utama dalam pengaturan kedua pasal-pasal yang menjadi dasar label
hijau dalam UUD 1945. Hal ini tentu saja berbeda bila dibanding-
kan dengan negara-negara lain yang sudah memberikan perlindun-

gan konstitusional lingkungan sebagai subyek konstitusional secara

0 gekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010,
Naskah Kumprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republix
Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-
2002, Buku V111 Hak Asasi Manusia.

1L Gekretariat Jjenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
Naskah Kmnprehensif pPerubahan Undang-Undang Da;ur Nepara Repub1:".~:
Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 199%
2002, Buku VII[Hak Asasl Manusia. Hal. 282

12 Gekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Imh
Naskah Komprehensif perubahan Undang-Undang Da-sar Negar: Remﬁg
Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Prﬂse.s, dan Hasil Pembahasanél o :

68 2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan psial
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Petdebatian i, o

Hindungan konstitusional dalam bentuk
petiyalante s perdipdigg,

o dan perlindungan konstitusional
dabonr besangbas halke 1y,

yhungan sebagai hak konstitusional telah

sering, diaarakan olel, Jrara ahly tata negiara’™ Sangat jelas bahwa
pochindingan dgkasigan sk an semakin kuat dengan pemberian hak
lingkungan,

korstitustonal tervendr b pada

el {1 T T o e

O RKanstituyg I’HI!HH.:] J's
At yang Wk ataey, Ling
klaines bepabapsisn konnr Joortoep
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A miilnya tenentukan “bahwa setiap warga
brinpan bidup yang sehatnya dilanggar berhak atas
b imdang undiang untuk menuntut ganti rugi dan

_ nlinplangan yang ditimbulian oleh pencemaran yang
dilodecsibosie Artabel 4 menjelic ban bahwi adanya tanggung jawab negara untuk

melmdunpi ingkungan bidup dari kerusakan, disamnping adanya hak bagi set-
Lbp Wit anegara untuk memperoleh lingkungan yang sehat. D Spanyol mela-

L Konstities Spanyol 1978 w00 45 Chapter (1 tentang “Principle Gaverning
Loistianiie and Social Poliey”

mengatur tertany hak setiap orang untuk me-
kst bnglampan yang cocok yatuk perkemb ngan hidupnya dan berkewa-
ibran tvlestarikannya, Pemerintah diwajibkan melalcukan pengawasan atas
presigiiiaan Sunber daya alon, untak mehndungs dan meningkatkan kualitas
biddigr vianyaraleatonyn Tethodap pelangparan yang menyebabkan kerusakan
slann bapat dianean sankei pidana dan sanker admimstratf serta diwajibkan
mcaprer bunla keinbali sepgala berpsakan yang terpadi,

Andrct Wibisana, Kostitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-

huttan dafam Plagam Lingkungan Perancis 2004, Jurnal Konstitusi Vol. 8 No.3
hal. 2072560,

Konstitus Lkuador sebagan konstitusi yang pertama kali menegaskan
adanya hale alans sebapai subyek hukum dalam kehidupan manusia dalam
wWatlah pegara konstitusional Dalam title 11 tentang Fundamental Right”
Article of Wpht Enhtement ditegaskan bahwa "Person and people have the
!”Hl'ljﬂf”f’ff.f”f r,r'r,'_;h{r, .r;,u{,rrr:.ru‘._r'p_'(} i thiz ronstitutinn and in the ir]ternatiﬂnﬂl
Ity Fighites instrasent, Nature 1z subgpect to those rights given by constitution
el ™ Degspats desbian olam merupakan subyck yang juga berha‘k atas
il ke yang dipannn dalan andang-undang dasar. Lihat Maretr Prryama.l
Penet apon Korvaep Karstitwa Higau (freen Constitution} di fndunesa_a Sebagai
T.fm_:,r,tmn;; Jawah Negura Dadume Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
”H!u,'.g ]u; TH1 K;m*jht.u'_,i Volume 7, Nomor 4, ﬁ.gustus 2010.

"o Hayward, 2005, Constitutional environmental Right, United States,
Cndeipd University Press Inse,, New York.
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2 PUTUSAN HIAU MAHKAMAN KoNSTITUS!
:‘%: . _PWfl'ﬂrny_g .kﬂ?ﬁimsipmiisme' di dunia diikuti fre
.~ Jenuna formulasi institusi hukum g
Kon#uuﬁi di sistemn politik dunia sébag
'?H"ﬁi dari struktur konstitusional'”.
sionalisme prosedural dan Ubng = s du? d.lmeni k”,“s‘ﬁ“’f‘“
TR DA T su stansnal.. Mf\um (,appﬂlf:'ﬂi‘ misalnya

o amah konstitusi mempunyai peran untuk
mf.’:w?l}udkan nilai-nilai dasar konstitusi, selain juga perannya seba-
gai pilar institusi dalam kerangka sistem pemisahan kekuasaan. '

Posisi konstitusional lingkungan diuntungkan oleh adanya
Mahkamah Konstitusi (MK) vang dibentuk sejak tahun 2003
Meskipun UUD 1945 tidaklah sehijau yang diharapkan, Mahkamah
Konstitusi dapat memberikan warna dalam perlindungan konstitu-
sional lingkungan. MK, sejak berdiri sampai sckarang, telah mem
beri warna hijau dalam putusan-putusannya. Dibawah ini akan
diulas beberapa putusan berlabel hijau dari banyaknya putusan label
hijau yang mungkin ada.

Putusan hijau pertama tercatat dalam putusan Perkara Nomor
002/PUU-1/2003 bertanggal 15 Desember 2004 ditegaskan bahwa
terkait dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, negara
melalui pemerintah harus memanfaatkan sumber-sumber kekayaan

dengan tetap memelihara sebagaimana mestinya.
Perlindungan lingkungan lebih ditegaskan oleh putusan hi-
jau MK dalam Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-11/2004 dan
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Putusan hijau dalam seKtor kehutanan dapat dikaji pada Putusan

MK NU.UIB:’PUU[IIIEDHS and No.DzlfPUU«IIUzOUS."’ Putusan ini
bernuansa hijau karena mengesahkan p

asal tentang larangan pencu-
rian kayu secara illegal di hutan dan

pembolchan menyit, peralatan
untuk mencurj kayu sebagai pasal vang sah. Oleh seb

ab itu, kepu-
tusan ini mendukung semangat konservasi, p

utusan ini menegaskan
bahwa politik hukum kehutanan Indonesia adalah pelaksanaan hak-

hak asasi manusia Indonesiy sekarang dan generasi yang akan datang

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan dalam rangka
implementasi pembangunan nasional yang berkesinam-bungan (sus-
tainable development) sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD
1945, khususnya di bidang pembangunan kehutanan dan lingkungan
hidup. Dalam putusan terscbut MK juga menegaskan bahwa peranan
negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur,
mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar ter-
bangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (sustainable develop-
ment) yang ditujukan kepada semua pemangku keper?tingan (stake-
holders) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan.

Putusan hijau selanjutnya dapat disematkan pada PIErkara .Nomar
U21/PUU-TI1/2005 bertanggal 21 April 2009 perihal uji materi keten-
tuan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingk‘ungaﬂ (TISL) da-
lam UU PT, Dalam pertimbangannya MK menullska‘-n bahwa TISL
Merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama

e — :
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Dari beberapa putusan hijau tersebut, dapat disimpulkan bah-
wa MK telah melakukan beberapa terobosan konstitusional dalam
rangka perlindungan lingkungan. Dapatlah kita mengatakan bahwa

T - — . F
UUD 1945 telah diperkuat oleh MK dalam memberikan perlindun-
gan lingkungan.

DARI PUTUSAN HIJAU KE KONSTITUSI HIJAU

Setiap negara yang mengaku sebagai demokrast konstitusional
harus menjamin hak asasi manusia yang fundamental tersebut
sebagai hak konstitusional. Oleh karenaitu Indonesia sebagai negar:
demokrasi konstitusional sudah scharusnya memberikan janunar
konstitusional akan lingkungan yang baik di Konstitusi.Jaminar
konstitusional lingkungan dalam konstitusi dapat bernilai posit’
terhadap perlindungan lingkungan dalam beberapa hal.

Pertama, jaminan konstitusional memberikan pengakuan dasar
akyat, dan lingkungan. Ketentuan kons!
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dampak yang tidak baik. Penulis berharap dan berpendapat |'-};111;v;1
perlu dipikirkan bagaimana menguatkan putusan hijau yang telah ada

ke arah jaminan perlindungan konstitusional yang riil.

KESIMPULAN

UUD 1945 adalah hukum tertinggi dalam hirarki norma di
Ipdonesia. Selama ini, UUD 1945 yang belum hijau telah diperkuat
oleh MK dalam putusan-putusan hijaunya. Namun demikian,
putusan-putusan hijau terscbut harus diperkuat dengan memasukkan
ketentuan perlindungan Lonstitusional lingkungan dalam BAB dan
[) 1945. Perkembangan dunia dan semakin rusaknya

pasal-pasal UU
n perlindungan konstitusional yang lebih

3

lingkungan mensyaratka
kuat di level tertinggi hirarki hukum.
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